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PEITUNJIIXAN KOORDIITATOR PEITGEI,OLAAN KEUAITGAN DAERAH
ANGGARAI{ PEIVDAPATAI{ DAN BELAI{JA DAERAII IAPBDI

PROVINSI LAMPTING TAHUN AN(X}ARAN 2021

GI,'BERNUR LAMPUITG,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4)
huruf a, dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi l,ampung Tahun Anggaran
2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur
l,ampung;

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

2. UndanyUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi t ampung Nomor 5 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah Provinsi
[,a.mpung Ta]run Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAIT GT'BER.III'R TENTANG PENT'I{JUKAN
KOORDINATOR PEITGELOLIIAN KEUAT{GAN DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAI{ DAIT BEL/UTJA DAERAH (APBD)
PROVINSI LAMPT'NG TAHUN AITGGARAN 2021.

Menunjuk Pejabat dibawah ini sebagai Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi ta.mpung Tahun Anggaran 2o21 sebagai berikut :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan :

Jabatan :

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.
19641021 199003 I 008
Pembina Utama (IVle)
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
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Koordinator Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD,

rancangan perubahan APBD, dan rancangan
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ; dan

f. memimpin TAPD;

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungiawab kepada Gubernur Lampung.

Haf-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya trerpedoman kepada Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
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Tembusan:
1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepaia BPK Rl Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor t'ajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7 . KepaJa Biro Hukum Setda Provinsi L"ampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PI. Bank Lampung di Telukbetung.




